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Penelitian ini mengambil kasus di beberapa desa di Kecamatan Aluh-Aluh
Kabupaten Banjar dilatarbelakangi dengan adanya jumlah standar jujuran pada
berbagai desa di Kecamatan Aluh-Aluh yang menjadi tolak ukur di masyarakat,
yang dipandang hebat oleh masyarakat adalah jujuran yang memenuhi standar dan
paling tinggi, sedangkan jujuran yang dibawah standar kurang dihargai, hal ini
tidak sejalan dengan ajaran islam yang lebih menganjurkan kesederhanaan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat mengenai
jujuran di kecamatan Aluh-Aluh kabupaten Banjar tentang pengertian jujuran,
jumlah dan bentuk jujuran, serta untuk mengetahui alasan apa yang didasari pada
penentuan jumlah jujuran.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat studi kasus,
dengan pendekatan deskriftif kualitiatif. Data yang digali adalah berkenaan
dengan persepsi masyarakat mengenai pengertian jujuran, jumlah dan bentuk
jujuran, serta alasan dalam penentuan jujuran. Informannya yaitu orang tua
mempelai dan tokoh agama. Data diperoleh menggunakan teknik wawancara,
setelah data terkumpul kemudian diolah melalui teknik editing dan deskripsi,
selanjutya dianalisis berdasarkan hukum islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat mengenai
pengertian jujuran adalah suatu pemberian diluar mahar untuk membantu biaya
resepsi (kasus 1,2, 3, 5), dan ada yang menganggap mahar dan jujuran pemberian
yang sama (kasus 4). Jumlah jujuran bervariasi dari rendah sampai tinggi.
Sedangkan jumlahnya yang dibawah standar (kasus 1, 2), selainnya jujurannya
tinggi (kasus 3, 4, 5). Bentuk jujuran dari semua kasus sama yaitu berupa uang,
dan barang perlengkapan mempelai perempuan serta emas. Alasan penentuan
jujuran juga bervariasi yaitu orang tua ingin menyegerakan pernikahan anaknya
(kasus 1), berdasarkan latar belakang calon menantu yang sederhana (kasus 2),
ingin membantu biaya resepsi (kasus 3), menyanggupi jumlah jujuran berdasarkan
kesepakatan (kasus 4), dan mengikuti standar jujuran di desanya (kasus 5). Dari
persepsi dan alasan tentang jujuran, maka menurut analisis penulis yang
bertentangan dengan hukum islam adanya patokan harga jujuran dan standar
jujuran di desa dikaitkan dengan ‘urf al-Fasid karena jujuran sebagian
memberatkan pihak mempelai laki-laki dengan standar tersebut, hal ini
bertentangan dengan konsep raf” al-taysir (mengutamakan kemudahan) dalam
segala urusan termasuk pernikahan.





